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BAB I 

 

A. Latar Belakang 

Upaya negara dalam menjadi negara yang lebih baik patut untuk kita 

dukung. Pemimpin bersama aparatnya sebagai ujung tombak, serta masyarakatnya 

harus turut serta mendukung upaya tersebut. Hal tersebut juga harus berlaku dalam 

dunia peradilan, maka aparat penegak hukum yang bekerja sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya merupakan sebuah jawaban atas harapan kemajuan negara 

tersebut. Sebagaimana secara yuridis Indonesia telah menyatakan negaranya sebagai 

negara hukum, yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, 

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.1  

Jauh sebelum dimuat dalam UUD 1945 hasil amandemen (pergantian), 

negara hukum atau biasa disebut rechtsstaat merupakan negara yang di-idealkan oleh 

para pendiri bangsa (founding fathers) sebagaimana juga dituangkan dalam 

Penjelasan Umum UUD 1945 sebelum amandemen (perubahan) tentang sistem 

pemerintahan negara yang mana menyatakan “ Negara Indonesia berlandaskan atas 

hukum (rechtsstaat), tidak berlandaskan pada kekuasaan belaka (machtsstaat)”.2 

Akan tetapi, pada saat ini kepercayaan masyarakat pada dunia hukum sangat rendah. 

Hal tersebut merupakan suatu cerminan dari tidak mampunya aparat peradilan untuk 

                                                 
1
 Harun Alrasid, Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh 

MPR., (Jakarta: UI Press), 2007. 
2
 Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung: Alumni) , 1992, 

hlm. 27. 
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bekerja dengan profesional yang bisa saja disebabkan oleh suatu sistem ataupun 

aparatnya sendiri. 

Demi terwujudnya keadilan salah satu lembaga yang dianggap sangat sentral 

adalah Kejaksaan. Walaupun kedudukan Kejaksaan RI dalam struktur ketatanegaraan 

Indonesia tidak disebut secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil 

amandemen (perubahan), namun lembaga Kejaksaan RI diatur dalam Undang-

Undang Nomor..16 Tahun 2004. Aturan Undang-Undang Kejaksaan tersebut 

mengatakan bahwa kewenangan dalam melaksanakan penuntutan dilakukan oleh 

lembaga Kejaksaan RI.  Dari uaraian diatas beberapa hal mengapa Kejaksaan RI 

dianggap salah satu lembaga terpenting di dalam ketatanegaraan Indonesia, antara 

lain :3 

a. Kejaksaan ialah lembaga yang ada di setiap sistem ketatanegaraan dimanapun di 

seluruh dunia, dengan itu Kejaksaan RI tidak bias untuk dikesampingkan posisi 

dan perannya di dalam proses penegakkan hukum di Indonesia, dan secara de 

facto Kejaksaan pun sudah mengambil perannya sejak awal kemerdekaan 

Indonesia tahun pada 1945. 

b. Dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia saat ini (pasca amandemen 

UUD 1945) posisi Kejaksaan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

                                                 
3
 Muhammad Jusuf, Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara 

dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara , (Surabaya: Laksbang Justitia), 2004, hlm. 10-11 



3  

 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan bagian dari peradilan Pidana, 

Perdata dan TUN (Tata Usaha Negara). 

c. Secara de jure  sejak kemerdekaan lembaga Kejaksaan pun tahun 1945 sudah 

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan produk Hindia 

Belanda, maupun peraturan undang-undang yang dibuat pasca merdekanya 

Indonesia. Yang mana pada saat ini aturan yang berlaku Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. 

Selain dalam proses Pidana lembaga Kejaksaan juga dapat menjadi bagian 

dari proses peradilan perdata dan tata usaha negara yang mana pada Pasal 30 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 dikatakan : 

“Pada bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan RI dengan adanya 

kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam ataupun diluar pengadilan untuk dan atas 

nama negara dan pemerintah.” 

Bedasarkan ketentuan diatas bahwa pada bidang perdata dan tata usaha 

negara, Kejaksaan memiliki wewenang atas nama negara atau pemerintah sebagai 

penggugat ataupun tergugat yang dalam dan pelaksanaannya dapat memberikan 

pertimbangan dan membela kepentingan baik negara atau pemerintah. Jadi tidak 

seperti yang selama ini diketahui Kejaksaan RI tidak hanya memiliki kewenangan 

menuntut dalam bidang pidana, namun dalam perkara perdata dan tata usaha negara 

Kejaksaan RI juga bisa bertindak selaku kuasa hukum (pengacara) atau mewakili 
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pemerintah sebagai badan hukum dengan surat kuasa khusus untuk melaksanakan 

tugasnya didalam maupun diluar pengadilan atas nama pemerintah atau negara. 

Dari beberapa payung hukum yang mengatur mengenai Kejaksaan RI, 

dapatlah diketahui bahwasanya untuk memperjelas kedudukan Kejaksaan dalam 

struktur ketatanegaraan Indonesia sangatlah penting. Tapi tidak dapat kita pungkiri 

bahwasanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan tidak dapat untuk 

berdiri sendiri tapi bisa saja dipengaruhi oleh pihak dari luar maupun dari dalam 

Kejaksaan itu sendiri. Hal tersebutlah yang merupakan penyebab lembaga Kejaksaan 

RI tidak bisa bekerja secara profesional. 

Dilihat lebih mendalam lagi, fenomena yang terjadi tidaklah lepas dari 

penempatan posisi Kejaksaan RI dalam ketatanegaraan Indonesia. Kejaksaan 

seharusnya lembaga yang lepas dari gengaman eksekutif, justru berada dalam 

kekuasaan eksekutif, sebagai contohnya seorang Jaksa juga harus bertanggung jawab 

penuh secara herarkis kepada seorang Jaksa yang ada diatasnya, serta seorang Jaksa 

Agung selaku pimpinan dalam lembaga juga bertanggung jawab kepada Presiden. 

Dengan demikian kedudukan antara lembaga eksekutif dan yudikatif tidak lagi jelas, 

akhirnya terjadi tumpang tindih kekuasaan atau intervensi antara suatu lembaga  

dengan lembaga lainnya.  

Kondisi tersebut telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat 

(public trust) kepada hukum dan proses penegakannya. Hukum tidak seimbang dan 

adanya tebang pilih akan mencederai rasa keadilan didalam masyarakat. 
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Ketidakpercayaan masyarakat pada proses peradilan ditunjukkan dalam 2 (dua) gejala 

sosial, yaitu :4 

1. Pertama, main hakim secara sepihak. Hal tersebut merupakan sudah 

meniadakan eksistensi negara yang memegang monopoli alat paksa; 

2. Kedua, masyarakat tidak lagi memilih proses didalam hukum untuk 

menyelesaikan permasalahan, tetapi mengutamakan cara kekerasan. Disebabkan 

karena proses hukum dipandang tidak dapat memberikan rasa adil dan tidak 

akan menyelesaikan permasalahan. 

Kedua persoalan inilah semakin memberikan justifikasinya dari berbagai 

realitas yang timbul dalam masyarakat Indonesia sekarang. Masyarakat kian 

cenderung memakai cara kekerasan dan bertindak main hakim secara sepihak 

(eigenrichting) disebabkan masyarakat telah tidak percaya dengan adanya hukum 

dan aparat hukum yang berlaku adil dan berpihak (obyektif). 

Bahkan dengan realitas diatas bukan tidak mungkin jika kemudian hari 

hukum tidak mempunyai kemampuan lagi untuk bertindak adil. Sebagiamana 

pendapat yang dikemukakan Montesquieu bahwasanya setiap adanya pencampuran 

kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dapat dipastikan akan timbul 

kekuasaan dan pemerintahan yang bertindak dengan kesewenangan. Untuk 

                                                 
4
 Janedri M Gaffar, Budaya Hukum dalam Penegakan Hukum, dalam 

http://nasional.sindonews.com/read/2012/12/27/18/701184/budaya-hukum-dalam-penegakan-hukum, 

di akses pada tanggal 21 Maret 2021. 

http://nasional.sindonews.com/read/2012/12/27/18/701184/budaya-hukum-dalam-penegakan-hukum
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menghindari kesewenangan tersebut badan atau organisasi negara harus dipisah 

antara satu dengan yang lain, dengan kata lain lembaga yang satu independen 

terhadap lembaga yang lain.5 

Ketidakjelasan penempatan lembaga kejaksaan apakah berada di ranah 

kekuasaan yudikatif ataukah di ranah kekuasaan eksekutif inilah yang sejatinya 

menghadirkan suatu permasalahan. Ditinjau dari sisi kedudukannya sebagai lembaga 

negara, kejaksaan yaitu merupakan lembaga negara yang berada didalam kekuasaan 

eksekutif. Namun, bila ditinjau dari sisi kewenangan  lembaga Kejaksaan RI dalam 

melakukan penuntutan dengan merdeka dalam artian Kejaksaan RI menjalankan 

kekuasaan yudikatif. Kedudukan Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintah dikaitkan 

dengan kewenangan kejaksaan dalam melakukan kewenangan negara untu 

melakukan penuntutan secara merdeka, maka terjadilah kontradiksi dalam 

pengaturannya (dual obligation).6  

Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan diatas, menarik untuk dipelajari 

dalam penulisan skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM 

STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA (Ditinjau Dari Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia)”. 

 

 

                                                 
5
 Mountesquie, The Spirit of The Laws,(Inggris: edisi), 1949, hlm. 150. 

6
 Marwan Effendy, Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya., (Jakarta: hlm. 125. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dibahas terkait dengan hal di atas yaitu “Bagaimana 

kedudukan Kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari 

Undang-Undang Kejaksaan RI ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam setiap penelitian seharusnya memiliki tujuan jelas. Penelitian 

tersebut merupakan upaya untuk menyelesaikan suatu masalah yang dikemukakan 

dan ditemukan solusi dari masalah tersebut sehingga dapat bermanfaat. Berdasar dari  

rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah 

untuk menjelaskan dan menganalisis kedudukan Kejaksaan RI dalam struktur 

ketatanegaraan Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Secara  umum setiap penulisan penelitian tentu harus mempunyai maanfaat 

dan memiliki keguanaan yang dapat diambil dari penulisan skripsi tersebut.  Adapun 

manfaat penulisan skripsi ini yaitu : 

a. Secara teoritis, bermanfaat untuk memberikan informasi untuk pengembangan 
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ilmu hukum terkait kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

dan dapat memberikan masukan pemikiran bagi penelitian selanjutnya terhadap 

isu serupa. Serta dapat memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para 

akademisi hukum. 

b. Secara praktis, bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan informasi tambahan 

bagi semua praktisi pada bidang hukum yang terlibat guna mempertegas 

kedudukan Kejaksaan dalam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 

 

E. Kerangka Konseptual 

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi kerangka konseptual yang terdiri 

dari konsep dan teori yakni: 

1. Teori Negara Hukum 

Konsep negara yang paling ideal saat ini dalam perkembangannya ialah 

konsep negara hukum, walaupun dalam setiap negara menjalankan konsep 

negara tersebut secara persepsi dan karakteristik yang berbeda.7 Walaupun 

kedudukan negara hukum ini diidentikan dengan adanya konstitusi pada suatu 

negara, maka apa yang dikatakan oleh A. Hamid S. Attamimi benar, ia 

menyatakan yakni pada abad ke-20 ini hampir tidak ada suatu negara pun yang 

                                                 
7
 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), (Bandung: PT. Refika Utama), 

2011, hlm. 1. 
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menganggap negaraya sebagai negara modern tanpa ada menyebutkan dirinya 

“negara berlandaskan atas hukum”.8 

Seiring dengan peradaban situasi manusia pemikiran atau konsepsi 

manusia tentang negara hukum ini sesungguhnya juga berkembang. Maka, 

meskipun dianggap sebagai konep yang universal, konsep negara hukum pada 

praktek implementasinya mempunyai karakteristik yang berbeda. Selain karena 

faktor sejarah ada beberpa hal yang juga berpengaruh seperti falsafah bangsa, 

ideologi negara, dan lain sebagainya.9 

Secara etimologis, gagasan, ide, atau gagasan pada negara hukum selalu 

berkaitan dengan konsep rechtstaat, dan rule of law dan ada kaitannya dengan 

konsep nomocracy yang berasal kata nomos dan cratos10. Gagasan mengenai 

konsep negara hukum ini pada awal kelahirannya, sudah diungkapkan oleh Plato 

dalam karya dengan berjudul Nomoi. Plato mengatakan, negara yang baik dalam 

penyelenggaraannya adalah yang berdasarkan pada aturan hukum yang baik.11 

Gagasan tersebut ditegaskan lagi oleh seorang muridnya, Aristoteles, yang 

menyatakan bahwa negara diperintah dengan kontitusi dan berdaulat hukum 

                                                 
8
 Ridwan  HR,  Hukum Administrasi  Negara,  Edisi  Revisi,  (Jakarta: Rajawali  Pers), 2011, 

hlm. 6.  
9
 Ibid. 

10
 Jimly Asshidiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, Paper, Seminar Pembangunan 

Hukum Nasional VII Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan 

diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Dapartemen Kehakiman dan Hak Asasi 

Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm.7. 
11

 Tahir Azhary, Negara Hukum, (Jakarta: Bulan Bintang), 1992, hlm.63, dilihat di Ridwan 

HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: RajaGarafindo Persada), 2016, hlm.1. 
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merupakan negara yang baik. Aristoteles berpendapat setidaknya terdapat tiga 

unsur dari pemerintah yang bekonstitusi yaitu: Pertama, pemerintah 

dilaksanakan untuk suatu kepentingan umum; Kedua, pemerintah melaksanakan 

hukum didasari pada ketentuan-ketentuan umum; Ketiga, Pemerintah dijalankan 

atas kehendak rakyat.12 

Sri Soemantri mengatakan terhadap pengertian negara hukum ini, yang 

mana negara hukum pada hakekatnya mengandung arti serta makna yang 

memiliki tugas dan wewenang (pemegang kekuasaan) dalam negara, dalam 

menjalankan kekuasaanya harus mendasarkan diri atas norma-norma hukum 

yang berlaku, baik yang ditulis ataupun tidak.13  F.R. Bothlingk secara tegas juga 

mengatakan negara hukum adalah negara dimana kebebasan kehendak pemegang 

kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum.14 artinya, yang dikatakan negara 

hukum adalah yang mana setiap penyelenggaraan urusan pemerintah haruslah 

berdasarkan pada norma yang diakui dalam negara (wetmatigheid van bestuur). 

2. Teori Pemisahan Kekuasaan  

Menurut Sri Soemantri dengan adanya pembagian kekuasaan merupakan 

salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu negara hukum.15 Sebetulnya, 

awal konsep terkait hal ini dapat dilihat kembali pada tulisan John Locke, 

                                                 
12

 Ridwan HR, Hukum Administrasi  Negara,  Edisi  Revisi,  (Jakarta: Rajawali  Pers), 2011, 

hlm. 2. 
13

 Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara, (Bandung: Alumni), hlm. 47. 
14

 Ridwan HR, Hukum Administrasi... Opcit., hlm. 21. 
15

 Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara...Opcit., hlm. 29. 
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Second Treaties of Civil Government (1960) pendapatnya bahwa kekuasaan 

untuk penetapan hukum tidak diperbolehkan untuk dipegang sendiri oleh yang 

melaksanakannya. Pemikiran John Locke itu diteruskan dengan 

mengembangkan konsep trias politica yang membagi kekuasaan negara dalam 

tiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif oleh sarjana 

hukum Perancis, Baron de Montesquieu (1689-1755), yang menulis berdasarkan 

hasil penelitiannya terhadap sistem konstitusi Inggris,. Pandangan oleh 

Montesquieu inilah yang merupakan rujukan dalam doktrin separation of power 

di zaman berikutnya.16  

Konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) sebagai 

sandingannya, para ahli biasa menggunakan juga istilah pembagian kekuasaan 

ini sebagai terjemah dari kata division of power atau distribution of power.  

Namun demikian, menurut Jimly Asshiddiqie, penggunaan beberapa istilah 

separation of powers ataupun division of powers serta beberapa istilah 

pemisahan kekuasan dan pembagian kekuasan sebetulnya memiliki artian yang 

tidak berbeda, tergantung konteks dan pengertian apa yang dianut. Selanjutnya 

Jimly menjelaskan :17 

1.  Pertama, doktrin pemisahan kekuasaan (separation of powers) dimana 

untuk membedakan fungsi dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan 

yudisial. Legislator membentuk aturan, eksekutor pelaksanaannya, 

                                                 
16

 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata... Opcit., hlm. 285. 
17

 Ibid., hlm. 289-290. 
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sedangkan pengadilan menilai konflik atau perselisihan dalam 

pelaksanaan aturan dan menerapkan norma aturan tersebut serta untuk 

menyelesaikan konflik atau perselisihan. 

2.  Kedua, doktrin pemisahan kekuasaan memberikan pemahaman orang 

yang berada dalam lembaga legislatif tidak boleh merangkap jabatan di 

luar dari kekuasaanya. Namun, dalam praktik sistem pemerintahan 

parlemen, hal ini tidak bisa diterapkan dengan konsisten. Justru di negara 

Inggris para menteri pemerintahan berawal dari mereka yang duduk 

sebagai anggota perlemen. 

3. Ketiga, doktrin pemisahan kekuasaan juga menetapkan bahwa setiap 

cabang kekuasaan tidak boleh menganggu dan mempengaruhi aktifitas 

cabang kekuasaan negara yang lain. Oleh karena itu kemandirian setiap 

cabang kekuasaan dapat dijamin semaksimal mungkin. 

4. Keempat, doktrin pemisahan kekuasaan yang terpenting adalah prinsip 

check and balences. Dimana setiap cabang kekuasaan mengontrol dan 

menyeimbangkan kekuatan dari cabang kekuasaan lainnya. Dengan 

adanya keseimbangan dan saling kontrol diharapkan tidak terjadi 

penyalahgunaan kekuasaan di berbagai lembaga serta bersifat independen. 

5.  Kelima, adalah koordinasi dan kesetaraan lembaga tinggi negara yang 

menjalankan fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif memiliki status 

yang setara  tidak bersifat subordinatif satu dengan yang lain. 



13  

 

 Terlepas dari istilah yang digunakan dalam berbagai definisi, pada 

sebuah negara hukum sebenarnya menghendaki akan adanya pemisahan 

kekuasaan guna mencegah untuk terjadinya tumpang tindih kekuasaan antar 

lembaga negara atau overlaping kekuasaan. 

 Dalam hal ini teori trias politika sebenarnya merupakan pernyataan 

bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) pembagian kekuasaan. Pertama, 

kekuasaan legislatif atau kekuasaan untuk membuat hukum (rulemaking 

function); kedua, kekuasaan penegakan atau kekuatan untuk menegakkan 

hukum (ruleapplication function); dan ketiga, kekuasaan yudikatif atau 

kekuasaan untuk membuat penilaian atas konflik (adjudication function).18 

3. Teori Check and Balances  

Konsep mengenai check and balances pada prinsipnya bersumber dari 

pembatasan kekuasaan atau doktrin trias politica dalam penyelenggaraan sebuah 

negara. Kekuasaan yang tidak terkendali akan mengakibatkan penyimpangan 

kekuasaan, melahirkan tirani, bahkan menimbulkan kesenjangan antara alat 

kekuasaan negara, yang pada akhirnya mengakibatkan tidak terwujudnya 

efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan negara. Maka dari pada itu, 

timbulnya checks and balances berasal dari penyeimbangan penerapan doktrin 

kekuasaan trias politika, yang mengupayakan agar kehidupan kekuasaan negara 

yang relatif baik dalam menciptakan keseimbangan antara cabang-cabang atau 

badan-badan kekuasaan negara, antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif bersifat 

                                                 
18

 Ibid., hlm. 282. 
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dinamis.19  

Pada mulanya secara historis, istilah mengenai check and balances ini 

telah dikenal luas dari abad ke-19. Pertama kali konsep ini dikenalkan oleh 

Baron de Monstesquie sebagai sebuah ide atas doktrin trias politica yang pada 

mulanya di adoposi oleh Amerika Serikat (United State Constitution 1789). 

Dimana menjadi hal yang pokok dari adanya prinsip check and balances adalah 

untuk keterjaminan kebebasan dari setiap cabang kekuasaan yang satu terhadap 

kekuasaan yang lain.20 

Dengan demikian dalam hal munculnya prinsip check and balances 

dalam penyelenggaraan negara bertujuan untuk mewujudkan agar tercapai 

keseimbangan kekuasaan menjadi lebih seimbang melalui upaya kontrol yang 

dilaksanakan oleh kekuasaan satu dan yang lain. Perimbangan kekuasaan negara 

yang mulai dipraktikkan oleh Amerika Serikat dimana dijelaskan oleh Ferguson 

dan McHenry yaitu pemisahaan kekuasaan yang diimplementasikan dan 

dielaborasikan dengan adanya sistem check and balances. Dengan kata lain 

Presiden dapat mengupayakan kontrol melalui veto dan pengadilan dapat 

memberikan kontrol dengan cara mekanisme judicial review kepada kekuasaan 

                                                 
19

 Dikutip dari Mei Susanto, Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogratif Presiden: Kajian 

terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015, Jurnal Yudisial Volume 9 No. 3, 

Desember, 2016, hlm. 240. 
20

 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 

UUD1945, (Jakarta: Kencana), 2011, hlm.147. 
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Congress untuk membuat peraturan perundang-undangan.21 

Jadi, adanya prinsip check and balances dilaksanakan agar kekuasaan 

negara dapat diatur secara tepat, dibatasi atau bahkan dikendalikan, sehingga 

pemegang kekuasaan atau mereka yang menduduki jabatan tertentu di lembaga 

negara dapat dicegah dan ditangani dari penyalahgunaan kekuasaan sebaik-

baiknya.22 

4. Teori Kewenangan  

Menurut Bagir Manan, wewenang tidak bisa disamakan dengan 

kekuasaan, ini menunjukkan hak untuk bisa bertindak atau tidak. Dalam hukum, 

kekuasaan berarti satu kesatuan antara hak dengan kewajiban.23 Setiap 

penyelenggara negara dan pemerintah harus mempunyai legitimasi yakni 

kewenangan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan 

itu, substansi dari asas legalitas yaitu wewenang. P.Nicolai dalam bukunya 

Bestuursrecht mengatakan “Het vermogen tot het verrichten van bepaalde 

rechtshandelingen” yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan 

hukum tertentu yang dikutip oleh Ridwan HR. 24 

Disamping itu, Prajudi Atmosudirjo juga berpendapat bahwasanya 

adanya perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. “Kewenangan 

(terdiri dari beberapa jenis wewenang) adalah kekuasaan terhadap segolongan 

                                                 
21

 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2005, 

hlm. 105-106. 
22

 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi…, Opcit,  hlm. 61. 
23

 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers), 2018, hlm. 99. 
24

 Ibid, hlm.98. 
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orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintah (atau 

bidang urusan) tertentu yang bulat. Namun wewenang diartikan sebagai 

kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum publik, seperti kewenangan 

menandatangani atau mengeluarkan izin resmi atas nama menteri, sedangkan 

kewenangan tersebut masih berada di tangan menteri”.25 

Sedangkan secara yuridis hukum, wewenang diartikan sebagai 

kemampuan untuk menimbulkan akibat hukum yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan.26 Demikian wewenang tersebut mengakibatkan hak 

maupun kewajiban, sedangkan kekuasaan (macht) hanya menggambarkan hak 

untuk bertindak atau tidak bertindak.27 Dengan arti kata, kekuasaan itu 

berbentuk hubungan dalam artian bahwa “ada satu pihak yang memberikan 

perintah dan pihak yang melaksanakan perintah” (the rule  and the ruled). 28 

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa 

pada dasarnya kewenangan (authority) mempunyai pengertian yang berbeda 

dengan wewenang (competence). Kewenangan adalah kekuasaan formal yang 

bersumber dari hukum dan wewenang adalah suatu spesifikasi dalam 

kewenangan, artinya siapa (subyek hukum) yang diamanatkan kewenangan oleh 

peraturan perundang-undangan, maka ia berwenang (memiliki wewenang) 

untuk melakukan suatu kewenangan itu. 

                                                 
25

 S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia,  

(Yogyakarta: FH UII Press), 2011, hlm. 143 
26

 Teori Kewenangan... op.cit. 
27

 Ridwan HR, Hukum Administrasi... Opcit., hlm. 99. 
28

 Teori Kewenangan... Opcit. 
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F. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup dalam penulisan ini akan penulis batasi dengan tujuan 

agar penulisan dalam penilitian ini akan menjadi lebih jelas, terstruktur, dan tidak 

menyimpang dari judul dan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Dalam hal ini penulis memfokuskan ruang lingkup penelitian pada Kedudukan 

Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 

 

G. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode terhadap 

pemecahan masalah yang timbul adalah antara lain : 

1. Jenis Penelitian 

Dilihat dari segi tujuan penelitian, jenis penelitian hukum yang digunakan 

dalam tulisan ini yakni penelitian normatif yang merupakan penelitian hukum 

dengan cara menggunakan sumber hukum sekunder,29 yang mana mengacu pada 

asas hukum, sistem hukum, derajat sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan hukum 

komparatif,30 dalam penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum yuridis 

normatif, yaitu penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan 

                                                 
29

 Soejono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta), 2010, hlm.56.  
30

 Ibid, hlm. 155. 
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norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya 

mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk aturan 

undang-undang), dan cara menegakkan norma hukum (praktik yudisial).31 

Pendekatan normatif dilakukan untuk mendekati masalah yang diteliti dengan 

menggunakan sifat hukum normatif.32 

Maka melalui penelitian normatif ini, penulis akan menguraikan atau 

menggambarkan secara komprehensif mengenai Kedudukan Kejaksaan dalam 

Sistem Ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari Undan-Undang Nomor 16 tahun 

2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 

2. Metode Pendekatan Penilitian 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa 

pendekatan yakni antara lain: 

a) Pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

Cara pendekatan ini dilakukan dengan cara mengamati, meneliti, 

menganalisis, menelaah dan menelaah aturan perundang-undangan atau 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum (legal 

issues) yang sedang dihadapi dalam penelitian ini. Metode pendekatan penelitian 

hukum ini digunakan untuk mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara 

                                                 
31

 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori 

Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group), 2016, hlm 84. 
32

 Haliman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, 

(Bandung: Mandar Maju), 1995, hlm 60-63. 
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undang-undang dasar dengan undang-undang, atau undang-undang yang satu 

dengan undang-undang yang lainnya, dan seterusnya. Metode hukum ini 

diterapkan untuk menghasilkan argumen yang berguna untuk menyelesaikan atau 

menjawab suatu permasalahan hukum yang sedang dihadapi atau ditangani.33 

b) Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 

Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), memiliki tujuan untuk 

menganalisa bahan hukum agar dapat mengetahui makna yang terkandung dalam 

beberapa istilah hukum. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan makna baru yang 

terkandung dalam istilah yang diteliti, atau untuk menguji istilah hukum tersebut 

dalam penerapan pada teori dan praktek.34 Penelitian ini menggunakan kajian 

kepustakaan (Library Research), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi 

pustaka dengan mempelajari buku, buku dan informasi lain yang mempunyai 

keterkaitan dengan ruang lingkup pembahasan. Maka jenis penelitian ini dikatan 

penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif ialah metode penelitian 

hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data primer dan 

sekunder.35 

c) Pendekatan Sejarah (Historical Approach) 

                                                 
33

 Abu Yasid, Aspek-Aspek Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar),  2013,  hlm.75. 
34

 Hajar M, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh  (Pekanbaru: UIN 

Suska Riau, 2015) hlm. 41. 
35

 Bambang Sungono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 

2009, hlm. 189. 
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Pendekatan ini merupakan pendekatan yang bertujuan untuk 

membangun secara sistematis dan objektif dari suatu peristiwa di masa lalu, 

dengan cara mengumpulkan fakta, memverifikasi, dan mensintesis data untuk 

menegakkan data yang berkesimpulan valid. Pendekatan ini didasari dengan 

fakta yang ada.36 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum  

Untuk dapat menyelesaikan masalah hukum dalam penelitian dan penulisan 

ini, diperlukan beberapa sumber penelitian hukum yang dijadikan acuan dalam 

membantu mengatasi permasalahan. Beberapa sumber penelitian hukum 

didapatkan dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama penelitian ini 

yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang ada, bahan-bahan hukum, 

literatur-literatur, dokumen resmi, majalah-majalah, karya tulis ilmiah, pendapat 

dan doktrin-doktrin ahli hukum, dan lain-lain. Sehingga secara lengkap dapat 

dibagi menjadi : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif 

yang mempunyai kewenangan kewenangan yang ada kaitannya dengan obyek 

yang diteliti. Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, catatan atau 

                                                 
36

 Zainuddin Ali, Metode Penilitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009,  hlm. 44.  
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berita acara resmi, dalam pembuatan undang-undang dan keputusan hakim.37 

Dalam hal ini yang merupakan bahan hukum primer yang digunakan dalam 

penulisan penelitian ini meliputi: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451). 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401). 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65). 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum Sekunder adalah bahan yang menyajikan beberapa 

penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti bahan yang mana berupa 

buku-buku, dokumen-dokumen resmi, publikasi, harian/majalah, jurnal-jurnal 

dan karya tulis ilmiah yang ada kaitannya dengan kedudukan kejaksaan dalam 

                                                 
37

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana), 2016, hlm. 181. 
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struktur ketatanegaraan Indonesia. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk dan penjelasan yang 

berkaitan mengenai bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder 

yang bersumber dari kamus, majalah, ensiklopedia, surat kabar dan lain-lain.38 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Penelitian ini menggunakan teknik dasar bahan hukum melalui studi 

pustaka (library reaserch) yaitu dengan menelusuri dan mencari, 

menginventarisasi, mencatat, mempelajari, dan mengutip data yang 

didapatkan dari artikel ilmiah, jurnal, kamus hukum serta buku-buku yang 

mendukung penelitian ini. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Data-data yang dihasilkan dalam studi pustaka tentang bahan hukum 

dideskripsikan dan dapat disajikan, kemudian dianalisis melalui beberapa 

uraian cara yang menggambarkan bagaimana suatu bahan dapat dianalisis. 

Serta apa saja manfaat dari bahan-bahan yang dikumpulkan tersebut 

digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam suatu penelitian. 

Teknik analisis hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini 

merupakan analisis kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang 
                                                 

38
 Ibid,. hlm. 141. 
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menghasilkan analisis deskriptif.39 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Didalam penelitian ini analisis bahan menggunakan metode deduktif, 

yaitu metode untuk menarik kesimpulan dari pengertian umum yang 

kebenarannya telah diketahui dan kemudian berakhir kepada kesimpulan yang 

bersifat lebih khusus.40 

                                                 
39

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-3, (Jakarta: UJ Press), 2006, 

hlm.33. 
40

 Mannase Manalo, Metode Penelitian Sosisal, (Jakarta: Karunika), 1985, hlm.11 
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